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TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 46
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,

PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING, DAN
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Menimbang

Mengingat

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,
bahwa dalam rangka mengoptimalkan tertib administrasi dan

transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Kutai Timur, maka diperlukan adanya
penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor

46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan,
Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring,
dan Evaluasi Pemberian Hiibah dan Bantuan Sosial:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai
Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor

46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan,
Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung jawaban, Monitoring,
dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial:

b.

Pasai 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851):

3. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952):

3

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286):

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355):

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5430):

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679):

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578),

8.

9. Peraturan ...
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5257):

10. Perubahan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 46
Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan,
Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring,
dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 47 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 46
Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan,
Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring,
dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG TATA
CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN, PERTANGGUNG JAWABAN, MONITORING, DAN
EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011

tentang tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan,
Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung jawaban, Monitoring, dan
Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan dalam BAB VI Pasal 47B ditambah 1 ayat, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47B

(1) Penerima hibah dan bantuan sosial yang tidak

menyampaikan laporan pertanggungjawaban lebih dari tiga
bulan setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), maka penerima bantuan
tidak mendapat bantuan lagi dari Pemerintah Kabupaten.

(2) Dalam ...
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(2) Dalam hal hasil audit keuangan monitoring dan evaluasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdapat

penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai

dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau
bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Tim Verifikasi dan Tim TAPD yang tidak menjalankan tugas
dan kewajiban sebagaimana mestinya akan dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI KUTAI TJMUR,

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 7 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,
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